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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar BelakangMasalah 

Pada Tahun 1999,, UU.Nomor 22 dan 25 diundangkan, yang tiap-tiap mengelola 

desentralisassi fiscal dan “daerah otonomi. Di AmerikaSerikat, setiap daerah maupun provinsi 

mempunyai keahlian guna mengatur kerabat ,, atas beberapa campur, federal tangan. UU diatas 

diperbaharui dan/atau disepakati searah perkembangan atas berlakunya UU.32 tahun 2004 serta 

UU.33 tahun 2004, membahas  pemda dan Perimbangankeuangan oleh pemerintah daerah dan 

Federal. Berdasarkan hal tersebut besar kesempatan untuk memanfaatkan dan mengatur sumber 

daya yang ada di Pemda secara efisien dan efektif., guna memacu mobilasisasi 

social.Pertumbuhan ekonomi bisa mengerti pemda agar ikut bergabung atas partisipasi 

penyusunan ekonomi, guna mengelola dan memperkenalkan sumber dayarelasi antar rakyat guna 

tugas yang akan datang,serta berdampak penyusunan ekonomin daerah.  

Pemda mempunyai otoritas atas penyusunan pemerintahann individual, sesuai UU 

23llTahun.2014. Sebab demikian, pemda ditekan guna meningkatkanL OPAD, berasal dari  

pemungutanpajak Daerah, pungutan yang diuntungkan,, serta inti pembagian harta Daerah 

Cyang dibedakan.Kenaikan tPAD diinginkan bisa menaikkan belanjaLmodal pemda,, maka dari 

itu jasa layanan public untuk rakyat agar lebih positif. 

Kesepadanan diantara budget daerah dengan Nasional, yang dibuat oleh UUllNo.33 

Tahunl2004, Memberikan pusat yang tinggi dikekuassan Pmeda..Pemerintah pusat memberikan 

budget kepada pemda dalam menjaga keseimbangan anggaran yang disebut Transfer. 

Membagikan DBH inti ke proporsi daerah.. DAUmerupakan dana asal yang terutama. Pemda  

mempunyai jalur masuk dalam sumber, daya daerah lain keLPAD, pinjaman daerah, serta  yang 

mampu menyesuaikan syarat, s misalkan pendonasian NegaraXfederal dan Bagian., 

Pemda mendonasikan uang.ke.APBD untuk belanjaLmodal agar menaikkan angka fixed 

asset. Nilai nominal yang dikeluarkan buat belanjamodal  dipengaruhi karena fasilitas-fasilitas 

yang diperlukan bagi pemda dalam melaksanakan kegunaannyaa serta menyampaikan layanan 

publicc. Belanja kapital dirancanng guna membelanja Gedung,.peralatan,infrastruktur, dan fixed 

asset pada pemda.Sebab pemda wajib merubah perkiraan belanjaLlayanan umumtas mereka agar 

meninggikan.kwalitas menurut kelengkapan, 

Seperti kasus didalampenelitian ini yaitu padaiKabupaten Labuhanbatu.Selatan dserta 

Kabupaten SerdangXBedagai.  

Pada kabupaten Labuhanbatu Selatan, dau, pad dan pertumbuhan ekonomi seluruhnya 

meningkat dari tahun 2018 ke2019, dengan nilai PDRB sebesar Rp. 4.575.303, PAD meningkat 
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sebesar Rp. 1.773.667.765, dan peningkatan DAU sebesar Rp. 18.751.656.000 dibandingkan 

belanjamodal menurun Rp. 31.405.277. Pada Kabupaten Serdang Bedagai (DAK) mengalami 

penurunan Senilai Rp. 53.754.406.000 dari tahun 2018 terhadap 2019, walaupun belanja 

modaldaerah  mengalami peningkatan senilai Rp. 126.018.987.504.Belanjaxmodalxdaerah wajib 

naik bersamaann dengan Dak. ,Dau. PAD dan pertumbuhan Ekonomi. seperti itu sebaliknya. 

“Penulis..berharap mengertii..apakah terdapat dampak pad, dau, dan dak  serta pertumbuhan 

Ekonomi dengan distribusi anggaran belanja modal.  

1.2 Tinjauan..Pustaka 

1.2.1 Teori Pengaruh.Pertumbuhan.Ekonomi.terhadap.Belanja Modal 

“Belanja rDaerah rdigunakan rdalam rrangka  rpenyelenggaraan rurusan rpemerintahan ryang  

rmenjadi rkewenangan rprovinsi ratau rkabupaten/kota ryang rterdiri ratas rurusan rwajib rdan rurusan rpilihan 

ryang rdiatur rdengan rketentuan rperaturan rperundang-undangan,” rdemikian rbunyi rPeraturan 

rPemerintah rNomor r58 rTahun r2005 rtentang  rDaerah.rManajemen rkeuangan.rIni rtermasuk  

rmeningkatkan rlayanan rdasar rseperti rpendidikan rdan rkesehatan, rlayanan rsosial rdan rfasilitas rumum,  

rdan rmengembangkan rsistem rjaminan rsosial. rPembangunan rinfrastruktur rpemerintah rdaerah 

rdiharapkan rdapat  rmendukung rpertumbuhan rekonomi.rPertumbuhan rekonomi ryang rpositif rakan 

rmeningkatkan rbelanja  rmodal rpemerintah rdaerah runtuk rperbaikan rsarana rdan rprasarana.rDevi r(2013)  

rmengklaim rbahwasannya  rpeningkatan rpertumbuhan rekonomi rmempengaruhi rbelanja rmodal.r 

1.2.2rTeori rPengaruh rPendapatan rAsli rDaerah rterhadap rBelanja rModal 

Pendapatan rAsli rDaerah rsangat  rpenting rbagi rdaerah runtuk rmembayar rpengeluarannya,  

rterutama  rbelanja rmodal.rBerbagai rsumber rpendapatan rasli rdaerah rtersedia, rseperti rhasil rpajak rdan 

rretribusi rdaerah, rserta rakibat  rpengelolaan rkekayaan rdaerah.rDisebutkan rdalam rRencana rPengelolaan 

rKeuangan rDaerah r(PP rNo. r12 rTahun r2019) rbahwasannya rAPBD rdihasilkan rsejalan rdengan 

rpenyelenggaraan rpemerintahan rdan rkapasitas rdaerah. 

Nopitasarir(2017) rmenemukan rbahwasannya  rketerkaitan rantara relemen rpendapatan rdaerah 

rdan rbelanja rmodal rberpengaruh rpositif rterhadap rvariabel rlain ryang rdievaluasi.rAditya rdan rDirgantari 

r(2017) rmenemukan rbahwasannya rpendapatan rdaerah rmemiliki rpengaruh rterhadap rvariabel rbelanja  

rmodal.r 

1.2.3rTeori rPengaruh rDana rAlokasi rUmum rterhadap rBelanja rModal 

Belanja rdesentralisasi rdibiayai roleh rdana ralokasi rumumr(DAU), ryaitu rdana rAPBN ryang  

rdiberikan rkepada rdaerah rdalam rrangka rpemerataan rkemampuan rkeuangan.rKarena rdesentralisasi 

rfiskal, rpemerintah rpusat  rmengharapkan rpemerintah rdaerah runtuk rmengelola  rsumber rdaya 

rmerekardengan rlebih rbaik rdan rtidak rterlalu rbergantung rpada rDepartemen rPertanian rdan 

rPembangunan rPedesaan r(DAU).rDengan rtransfer rDAU rdari rpemerintah rpusat, rdaerah rakan rmemiliki 

rsumber rdaya ryang rlebih rbesar runtuk rmenggunakan rPAD runtuk rmendukung rinisiatif rpermodalan 
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ryang rmembantu rpemerintah rmeningkatkan rpelayanan rpublik.rMenurut  ranalisis rempiris rArwati rdan 

rHidayati r(2013), rVariabel rDana rAlokasi rUmum rberpengaruh rterhadap  rAnggaran rBelanja rModal.r 

1.2.4rTeori rPengaruh rDana rAlokasi rKhusus rterhadap rBelanja rModal 

Uang rAlokasi rKhusus radalah rdukungan rperimbangan ryang rdialokasikan rkepada rpemerintah 

rdaerah runtuk rmendanai rinisiatif ryang rterkait  rdengan rtantangan rdaerah rdan rtujuan rpembangunan 

rnasional.rTujuan rakhirnya radalah runtuk rmengurangi rjumlah ruang ryang rdikeluarkan runtuk rprogram 

rkhusus roleh rpemerintah rdaerah r(Ardhini, r2011).rDAK rdigunakan runtuk roperasi rinvestasi rjangka 

rpanjang rtermasuk rmembangun, rmembeli, rdan rmerenovasi rinfrastruktur rfisik runtuk rlayanan rpublik  

rseperti rinstalasi rpengolahan rair.rPenggunaan rDAK runtuk rtujuan rtersebut  rdiharapkan rdapat  

rmeningkatkan rbelanja  rmodal rdan rdengan rdemikian rmeningkatkan rpelayanan rpublik.rYang rlain  

rmerasa rDAK radalah rcara ryang rbaik runtuk rmendanai rbelanja rmodal r(Pohan, r2018).rPenelitian rini 

rmempertunjukkan radanya rhubungan rantara ruang rtransfer rpemerintah rpusat  r(DAK) rdengan 

ranggaran rbelanja rdaerah ryang rdisalurkan rmelalui rbelanja rmodal.r 

1.3 rKerangka rPemikiran 

 

1.4 Hipotesis rPenelitian r 

 

 H1: rPertumbuhan rEkonomi rberdampak rpositif rterhadap rBelanja rModal 

 H2 r: rPendapatan rAsli rDaerah rberdampak rPositif rterhadap rBelanja rModal. 
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 H3 r: rDana rAlokasi rUmum rberdampak rPositif rterhadap rBelanja rModal 

 H4: rDana rAlokasi rKhusus rberdampak rPositif rterhadap rpengalokasian ranggaran rBelanja 

rModal. 

 H5: rPertumbuhan rEkonomi, RPAD,. rDAU, rdan RDAK rsecara rSimultan rberdampak.Positif 

rterhadap rBelanja rModal. 
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